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telah pemilu adalah-
hadirnya parlemen yang
lebih berintegritas dan
anti korupsi.

Merebut kursi parlemen ha-
nya kemenangan awal. Tantang-
an selanjutnya adalah meme-
nangkan kembali kepercayaan
publik yang pupus dan tenggelam
diterjang badai korupsi. ;

Meski diwarnai praktik kecu-
rangan dan rendah tingkat ke-
percayaannya, Pemilu Legislatif
2014 mampu mengubah kom-
posisi dan konstelasi di parle
men. Parlemen nasional ke de-
pan hampir dapat dipastikan ti-
dak memiliki partai politik do-
minan. Selain itu, juga terjadi
pengurangan jumlah aktor lama
hingga kurang dari setengah jum-
lah kursi. Meski dilingkupi peni-
laian pesimistis terkait fakta ma-
raknya politik uang di saat pe-
milu, kondisi parlemen ke depan
sedikit memunculkan harapan.

alah satu harapan  Tiga lini perubahan
terbesar pemilih se-
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‘Tantangan parlemen baru ke
depan untuk membenahi per-
soalan korupsi di parlemen ter-
dapat pada tiga lini perubahan

.| penting, Pertama, penguatan pe-

ran (role) yang bermuara pada
peningkatan kinerja. Kedua, pe-
nguatan aspek tata kelola (good
governance). Ketiga, peningkatan
kapasitas kelembagaan dengan
terbangunnya berbagai perang-
kat sistem kontrol dan pencegah-
an korupsi.

Peran dan kinerja parlemen
adalah hal yang paling dinilai
oleh publik Kurangnya pema-
haman akan peran akan hermua-
ta pada buruknya kinerja. Dalam
konteks individu politisi di parle-
men, kinerja berkorelasi positif
dengan kapasitas dan kompeten-
si. Sekadar kaya dan terkenal
tidak cukup untuk menjadi ang-
gota parlemen berkinerja baik.
Rendahnya pemahaman. akan
posisi politisi sebagai jabatan
publik, biasanya akan memun-
culkan bibit-bibit koruptor.

Jabatan akan dianggapnya ko-
moditas untuk memaksimalkan
keuntungan. Gejala ini tentu ti-
dak pandang usia dan penga-
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* laman, tetapi lebih pada keta-
hanan (antibod). Ketzhanan ini’

kemudian diperkuat oleh sistem
pencegahan dan kontrol korupsi
yang dilingkupi di dalam kode
etik anggota parlemen.

Dalam konteks institusi, isti-
lah kinerja (performance) sering
dikaitkan dengan persoalan ang-
garan. Kinerja biasanya dilihat
dari efektivitas dan efisiensi ang-
garan yang mendukung tercapai-
nya manfaat anggaran (value for
money). Pada tingkatan kinerja,
yang dinilai bukan lagi keluaran
(outputs), melainkan kemanfaat-
annya (outcomes) yang mendu-

kung suatu tujuan strategis. Ka-

rena itu, parlemen dituntut me-

miliki dokumen strategis sebagai

rujukan dari pencapaian pelaksa-

naan tiga fungsi utamanya, yaitu

fungsi membuat undang-undang

(legislasi), fungsi penganggaran

(budgeting), serta fungsi peng-

awasan anggaran dan kebijakan,

Selama ini kinerja parlemen

' dinilai rendah bukan hanya ka-
rena parlemen tak  sung-

guh-sungguh melaksanakan tu-

‘gasnya, melainkan belum me-
nunjukkan aspek kemanfaatan

dari kerja-kerjanya kepada pub-

lik Sebagai institusi, parlemen
memiliki posisi strategis sebagai
fungsi penyeimbang (check and
balances) terhadap pemerintah
berkuasa. Secara perorangan,
akuntabilitas kemanfaatan poli-
tisi di parlemen dinilai pada ting-
katan basis pemilih (dapil).
Posisi strategis parlemen se-
lama ini belum begitu kuat dan
terlihat publik. Parlemen cende-
rung menjadi sekadar alat legi-
timasi bagi pemerintah dalam
mendukung fungsi pemerintah-
an. Dalam pelaksanaan fungsi le-
gislasi, misalnya, parlemen cen-
derung menjadi alat pembahas
RUU usulan pemerintah yang
jumlahnya sangat banyak. Ba-
yangkan, parlemen dalam lima
tahun harus menyelesaikan tar-
get Program Legislasi Nasional
sebanyak 247 RUU, termasuk 124
RUU limpahan dari periode se-
belumnya. Wajar saja jika kua-
litas legislasi rendah, banyak
yang tumpang tindih, tambal su-
lam, bahkan copy paste. Terkait
tujuan strategis, parlemen gagal
menjelaskan kepada publik, ma-
salah bangsa apa yang diselesai-
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